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KATA SAMBUTAN 

 

Syukur Alhamdulillah senantiasa dilantunkan kepada Allah 

Swt. Salam serta sholawat dicurahkan kepada Nabi Muhammad 

Rasullulah Saw. Saya menyambut gembira telah terbitnya buku 

yang ditulis oleh Dosen Muda dan Progresif bernama Dr. Naya 

Amin Zaini, S.H., M.H., karena sangat produktif dalam melakukan 

literasi keilmuwan hukum baik segi skill maupun edukasi. Buku 

yang menulis tentang “Pancasila sebagai Ideologi Hukum dan 

Profetik”, merupakan kajian keilmuwan yang sangat relevan 

kondisi Masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini.  

Pancasila sebagai pergumulan dan dialetika oleh para pendiri 

bangsa Indonesia yang diartikulasikan dengan baik oleh penulis 

dan dosen progresif Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., dengan 

memberikan perspektif dari dialetika kemerdekaan merupakan 

pergumulan Tarik menarik tafsir Pancasila yang akan dirancang 

bangun. Buku ini sangat bagus sebagai buku “babon” dalam rangka 

men-trigger penulisan berikutnya. Karena sebuah konsekuensi 

logis Ketika NKRI ini dilandasi dan ideologisasi Pancasila maka 

akan terjadi Tarik ulur dalam artikulasi Pancasila yang kontekstual, 

tengahan, original intens sesuai pemikiran geniun para pendiri 

bangsa. 

Penulis progresif Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., memang 

memiliki keunikan sendiri selain memiliki background praktisi 

hukum sebagai advokat, mediator dimana dibutuhkan 

keterampilan teknis yuridis dalam advokasi hukum. Namun yang 

bersangkutan juga suka pemikiran – pemikiran filosofis, ideologis, 

teologis, memang saya amati Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H., ini 

lain dari pada yang lain, karena mampu berfikir besar dan mampu 

terampil dalam teknis yuridis. Sekali lagi selamat Dr. Naya Amin 

Zaini, S.H., M.H., karya bukunya yang luar biasa. Semoga tetap 

berkarya intelektual secara istiqomah untuk dunia akademik, 

Masyarakat, nusa dan bangsa. 

Tentunya namanya ilmu pengetahuan tidak ada yang 

sempurna. Karena perubahan dan perkembangan adalah suatu 

keniscayaan dan sunatullah. Apabila buku ini ada yang kurang 
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maka dapat dilengkapi dan sempurnakan dalam penulisan 

berikutnya. Kata pepatah “tidak ada gading yang tak retak”. 

Namun sebagai keberanian dalam berkarya merupakan suatu 

prestasi sendiri bagi penulis buku ini. Selamat saudaraku, selamat 

berkarya.  

 

Ungaran, 8 Agustus 2025 

 

 

Dr Drs H KRH Hono Sejati Pradoto 

Jatinagoro SH MHum  

(Rektor Undaris Periode 2021 – 2025) 
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PRAKATA 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

penulis yang diberi judul ”Pancasila sebagai Ideologi Hukum dan 

Profetik”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan 

buku ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih 

pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. 

Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.  

Buku ini mencoba membahas dialetika antara ”Pancasila 

sebagai Ideologi Hukum dan Profetik” yang pernah terjadi pada 

fase menjelang Kemerdekaan Negara Indonesia 1945, fase orde 

lama, fase orde baru dan fase Reformasi. Bahwa Negara Indonesia 

sebagai negara hukum Pancasila dalam melakukan artikulasi 

Pancasila memiliki tampilan yang uniq yang terjadi pada setiap era 

dan orde dalam perjalanan negara Indonesia ini. 

Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan 

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. 

Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

Semarang, 17 Agustus 2025 

Penulis 

 

 

Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H. 

(Dosen MIH Undaris – Advokat – 

Mediator) 
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BAB 

1 PENDAHULUAN 

 

 

Pancasila adalah obyektifikasi dari nilai – nilai Islam,1 untuk 

mengetahui nilai - nilai Islam maka tidak terlepas dari pada korelasi 

konteks sejarah.2 Dalam Al-Qur’an juga ajaran yang berisi tentang 

sejarah orang-orang terdahulu, urgensi Sejarah bagian dari pada 

nilai-nilai Islam juga termuat dalam Al-Qur’an Surat Al-Hasyr Ayat 

(18) “...Wal Tandhur Nafsun Ma Qaddamat Li Ghad..” (“..Perhatikan 

Sejarahmu Untuk hari Esok..”),3 Dalam sejarah terkandung sebuah api 

sejarah yang mestinya ulama Indonesia menangkap api sejarah 

 
1  Obyektifikasi nilai – nilai Islam dalam Pancasila adalah dapat 

dilihat secara esensi (hakikat), kenyataan sejarah (eksistensi), serta tidak 

ada ajaran Islam yang bertentangan dengan Pancasila, Obyektifikasi yang 

bersumber dari Internalisasi, lihat Kuntowijoyo, Politik Identitas Umat Islam, 

Bandung : Mizan, 1997, hlm. 85. 
2  Konteks Sejarah Islam dimaksud oleh Abdullah Saeed adalah 

Konteks sejarah bersifat makro yakni sejarah yang menjelaskan saat 

konteks generasi awal. Sedangkan konteks sejarah mikro adalah konteks 

sejarah yang bersifat terkini, kontekstual, kontemporer. Lihat Abdullah 

Saeed, Al-Qur’an Abad 21, Tafsir Kontekstual, Bandung : Mizan Pustaka, 2015, 

hlm. 43 
3  Al-Qur’an Al-Hasyr Ayat (18) berbunyi “Hai orang –orang yang 

beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa 

yang telah diperbuatnya (sejarah) untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah 

kepada Allah, sesunguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

lihat Zaini Dahlan (Penerjemah), Al-Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, 

Yogyakarta : UII Press, 2003 

PENDAHULUAN 
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BAB 

2 PANCAS ILA DAN PROFE TIK 

 

 

Teori merupakan seperangkat konsep, batasan, dan proposisi 

yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan 

memperinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan 

dan memprediksi suatu gejala permasalahan hukum,242 Teori – teori 

yang dipakai adalah yang berkaitan dalam pembahasan konteks 

kritik, pembangunan hukum, perkembangan hukum (algamene 

rechtslehre / general jurisprudence) dengan menekankan prinsip – 

prinsip hukum, kritik hukum, ajaran hukum, perkembangan 

hukum (sejarah) yang selalu berupaya menempatkan posisi antara 

filsafat hukum dengan ilmu hukum dalam konteks rekonstruksi,243.  

Saling keterkaitan 2 (dua) variabel yakni variabel dependen 

(mempengaruhi) dan variabel independen (dipengaruhi), terhadap 

kalimat “arah dan orientasi nilai Pancasila” adalah variabel yang 

mempengaruhi (dependen), sedangkan kata “pembangunan hukum 

di Indonesia” adalah variabel dipengaruhi (independen),244 variabel 

 
242 Kerlinger F. N, Asas – Asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia, 

Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 14-15. 
243  Manullang. E.F.M, Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan 

Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, 

hlm 15. 
244 Teori variabel “mempengaruhi” dan “dipengaruhi” terinspirasi 

dari banyak disertasi menggunakan teori variabel tersebut. Teori variabel 

berangkat dari teori kausalitas (sebab-akibat) yang bersifat satu kesatuan. 

Lihat berbagai disertasi yang menggunakan teori variabel, seperti Disertasi 

Mahfud MD, Khudzaifah Dimyati, Aidul Fitriciada Azhari. 

PANCASILA  

DAN PROFETIK 
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BAB 

3 PANCAS ILA, ERA KEMERDEKAAN, O RDE LAMA, ORDE BARU, REFO RMASI 

 

 

A. Pancasila dan Dinamika Era Kemerdekaan, Orde Lama, Orde 

Baru, Reformasi 

Agama islam yang disyiarkan oleh Rasullulah sekitar 

tahun 610 M / umur 40 tahun menerima risalah wahyu di gua 

hira melalui perantara malaikat jibril dengan pesan / risalah 

yang pertama adalah disuruh membaca (‘iqra). Rasulullah pada 

saat itu masih di Makkah melihat masyarakat Makkah yang 

jahilliyah (peradapan yang rendah, kacau, maksiyat, tidak 

percaya Tuhan, bringas, diskriminasi, kejam, penuh fitnah, dll). 

Di Makkah tahun 610 M – 622 M berdakwah di Makkah, 

kemudian tahun 1 hijriyah / 622 M berhijrah ke Madinah sampai 

tahun 632 M / 10 H. Esensi islam mengatur tentang ibadah 

vertikal dan ibadah horisontal. Ibadah vertikal seperti ibadah 

yang hubungannya dengan Allah (Tuhan), ibadah horisontal 

yang hubungannya dengan manusia, mualamah, bermasyarakat 

dan bernegara. Esensi islam juga dapat diketemukan ketika misi 

utama rasullulah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia 

(misi humanisasi) yang pada saat itu masih jahiliyah, kemudian 

misi selanjutnya mendakwahkan islam untuk mengenalkan 

keimanan kepada Allah baik ke masyarakat maupun ke 

penguasa setempat pada saat itu (misi transedensi), kemudian 

rasulullah juga berpihak kepada fakir miskin, mustaafin, dhuafa, 

lemah, budak, tertindas untuk diangkat harkat dan martabat 

menjadi manusia yang sesuai fitrohnya (misi liberasi). Setelah 

rasullulah melakukan ibadah haji wada’ (haji yang terakhir) saat 

PANCASILA, ERA 

KEMERDEKAAN, ORDE 

LAMA, ORDE BARU, 

REFORMASI 
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BAB 

4 PENUTUP 

 

 

Bahwa fakta sejarah selama Indonesia dijajah kolonial 

belanda sekitar 350 Tahun mengakibatkan bercampurnya dan 

kacaunya otentisitas nilai – nilai ke-Indonesiaan, sejak semula 

Belanda (kolonial) datang ke Indonesia dengan misi berdagang dan 

bekerjasama dalam pengelolaan rempah-rempah dengan penguasa 

setempat (kerajaan), kemudian merambah dan ekspansi 

kepenjajahan. Kemudian abad 20 merupakan abad peralihan 

proses–proses kemerdekaan, dimulai kondisi sosial – politik yang 

dialami oleh bangsa Indonesia dan para pejuang. Kemudian sejak 

pra kemerdekaan Indonesia juga masih dihegemoni sebuah 

kolonialisme baik bersifat konfrontatif maupun diplomatif. Proses–

proses penyusunan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dilakukan 

pada saat dibentuknya forum – forum resmi maupun non resmi, 

seperti forum BPUPKI dan PPKI baik melewati proses pada tangal 

29 Mei 1945, 30 Mei 1945, 1 Juni 1945, 22 Juni 1945 sampai 18 

Agustus 145 itulah momentum sejarah bagi bangsa Indonesia untuk 

melakukan nasionalisasi atas kolonialisasi yang menggurita dan 

hegemonik cukup lama. Lonceng kemerdekaan dikumandangkan 

pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah takdir sejarah bangsa 

Indonesia untuk menikmati kemerdekaan atas kolonialisasi. 

Kemudian setelah kemerdekaan secara deklaratif tersebut, 

bangsa Indonesia secara defakto dan deyure untuk usaha 

kemerdekaan ke kancah dunia, sehingga agar diakui secara 

komunitas Internasional. Setelah melewati fase tersebut, kemudian 

sejak tahun 1945 Indonesia sudah resmi memiliki Konstitusi Negara 

PENUTUP 
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